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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Akuntabilitas Publik, 
partisipasi public, dan transparansi publik terhadap kualitas APBD di Kabupaten Merauke. Metode 
penelitian yang digunakan penelitian yaitu metode survei. Pengumpulan data penelitian 
menggunakan angket/kuisioner. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling di mana sampel dalam penelitian ini terdiri dari unsur 
organisasi non pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi public, institusi akademik, perguruan 
tinggi dan media masa di Kabupaten Merauke sebanyak 85 responden. Analisis data yang di gunakan 
adalah statistic regressi berganda untuk mengukur tingkat pengaruh dari variable-variaibel 
penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikansi antara 
Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi terhadap kualitas APBD Kabupaten 
Merauke. 
Kata Kunci: Good Governance, Kualitas APBD 
 
PENDAHULUAN 
Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan 
bertanggungjawab kepada Daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah 
sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam 
mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumberdaya yang tersedia. 
Dalam kaitan dengan aparat birokrasi yang bertanggung jawab, ada isu sentral yang 
mencuat ke permukaan yaitu isu good governance (Manan, 2004). Muara dari 
pelaksanaan otonomi daerah adalah terselenggaranya pemerintahan yang good 
governance. Good governance akan menghasilkan birokrasi yang handal dan 
profesional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan prima kepada 
masyarakat. Untuk mencapai birokrasi yang handal dan professional perlu 
diterapkan prinsip-prinsip good governance secara baik khususnya yang 
berhubungan dengan pengelolaan anggaran secara baik yang sesuai dengan prinsip-
prinsip dari Akuntansi Sektor Publik (ASP) dalam penyusunan APBD secara baik 
sehingga hasilnya akan berkualitas sehingga akam berdampak pada pelayanan 
kepada masyarakat di daerah. Pengelolaan anggaran merupakan salah satu faktor 
yang sangat menentukan dalam menentukan kualitas dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) yang bersangkutan. Dengan pengelolaan anggaran yang 
baik akan sangat menentukan tingkat kualitas dari pada APBD itu sendiri. Untuk 
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mencapai tingkat kualitas yang baik dari APBD, perlu diterapkan prinsip-prinsip 
good governance secara baik seperti Akuntanbilitas publik, transparansi publik dan 
penyusunan APBD berbasis kinerja. 
Akuntansi Sektor Publik (SAP) menurut berbagai buku Anglo Amerika, 
diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan untuk organisasi 
sector public. Sementara menurut berbagai buku Eropa Barat, ASP lebih dikenal 
sebagai akuntansi pemerintahan. Perkembangan terakhir sebagai dampak 
keberhasilan penerapan accrual bases di Selandia Baru ASP diartikan sebagai 
akuntansi dana masayarakat (Bastian, 2001).  Berbagai pendapat tersebut dapat 
disimpulkan bahwa ASP adalah akuntansi yang diterapkan untuk mengelola dana 
masayarakat di lembaga-lembaga public (BUMN, BUMD, RS, LSM, Yayasan, dll). 
Menurut Wild et al. (2007), serangkaian reformasi di sektor public baik reformasi 
kelembagaan maupun reformasi manajmen public. Reformasi kelembagaan 
menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur 
maupun infrastrukturnya.  
 
STUDI PUSTAKA 
1. Good Governance 
Tata kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu konsep 
yang akhir-akhir ini dipergunakan secara reguler dalam ilmu politik dan 
administrasi publik. Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan 
terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan 
pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pada akhir dasa warsa yang lalu, 
konsep good governance ini lebih dekat dipergunakan dalam reformasi sektor 
publik. Di dalam disiplin atau profesi manajemen publik konsep ini dipandang 
sebagai suatu aspek dalam paradigma baru ilmu administrasi publik. Paradigma 
baru ini menekankan pada peranan manajer publik agar memberikan pelayanan 
yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi manajerial 
terutama mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat, 
transparansi, akuntabilitas publik, dan menciptakan pengelolaan manajerial yang 
bersih bebas dari korupsi (Thoha, 2004). 
Sejumlah perspektif muncul dari paradigma baru ini dan mendorong 
ramainya diskusi dan perdebatan di arena politik dan akademisi. Di antara 
perspektif yang berkaitan dengan struktur pemerintahan yang timbul antara lain 
(Thoha, 2004): a) Hubungan antara pemerintah dengan pasar, b) Hubungan antara 
pemerintah dengan rakyatnya, c)  Hubungan antara pemerintah dengan organisasi 
voluntary dan sektor privat, d) Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih 
(politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat (pejabat birokrat), e) Hubungan antara 
lembaga pemerintahan daerah dengan penduduk perkotaan dan pedesaan, f)  
Hubungan antara legislatif dan eksekutif dan g) Hubungan pemerintah nasional 
dengan lembaga-lembaga internasional. 
Tersedia online di http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas 
 Volume VII No 2  Tahun 2018           84-97 
86 
Copyright @ 2018, Societas, p- ISSN: 2252-603X, e-ISSN: 2354-7693 
 
United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan istilah 
governance sebagai suatu exercise dari kewenangan politik, ekonomi, dan 
administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya 
(UNDP, 1997) Istilah governance menunjukkan suatu proses di mana rakyat bisa 
mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak 
hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, 
integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Karim (2003) menyatakan ada 5 
prinsip good governance, yaitu transparansi, kesetaraan, daya tanggap, 
akuntabilitas, dan pengawasan.  
a. Partisipasi 
Prinsip partisipasi mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak 
dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang 
menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Menurut Jewell & Siegall (1998) partisipasi adalah keterlibatan anggota organisasi 
di dalam semua kegiatan organisasi. Di lain pihak Handoko (1998) menyatakan 
partisipasi merupakan tindakan ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan kegiatan di dalam organisasi. Partisipasi bermaksud untuk menjamin 
agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam 
rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan 
saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur 
komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan 
penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan 
masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda 
pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan 
mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.  Menurut Jeff dan Shah 
(1998: 67) good governance digunakan untuk melihat partisipasi melalui: Tingkat 
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, jumlah masyarakat yang 
berpartisipasi dalam pembangunan daerah, tingkat kuantitas dan kualitas masukan 
(kritik dan saran) untuk pembangunan daerah dan terjadinya perubahan sikap 
masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan. 
b. Penegakan Hukum 
Penegakan hukum adalah pelaksanaan semua ketentuan hukum dengan 
konsisten tanpa memandang subjek dari hukum itu (Satrio, 1996: 92). Prinsip 
penegakan hukum mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua 
pihak tanpa kecuali, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat. Berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah harus 
mendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagai penyuluhan 
peraturan perundang-undangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-
norma yang berlaku di masyarakat. Di samping itu pemerintah daerah perlu 
mengupayakan peraturan daerah yang bijaksana dan efektif, serta didukung 
Tersedia online di http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas 
 Volume VII No 2  Tahun 2018           84-97 
87 
Copyright @ 2018, Societas, p- ISSN: 2252-603X, e-ISSN: 2354-7693 
 
penegakan hukum yang adil dan tepat. Pemerintah daerah, DRPD maupun 
masyarakat perlu menghilangkan kebiasaan yang dapat menimbulkan KKN.  
Instrumen dasar penegakan hukum adalah peraturan perundang-undangan 
yang ada, dengan komitmen politik terhadap penegakan hukum maupun 
keterpaduan dari sistem yuridis (kepolisian, pengadilan dan kejaksaan), sedangkan 
instrumen-instrumen pendukung adalah penyuluhan dan fasilitas ombudsman. 
Menurut Jeff dan Shah (1998) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 
penegakan hukum, yaitu: Berkurangnya praktek KKN dan pelanggaran hukum, 
meningkatnya (kecepatan dan kepastian) proses penegakan hukum, berlakunya 
nilai/norma di masyarakat (living law) dan adanya kepercayaan masyarakat pada 
aparat penegak hukum sebagai pembela kebenaran. 
c. Transparansi 
Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang 
diambil oleh pemerintah (Notodisoerjo, 2002). Prinsip transparansi menciptakan 
kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan 
informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat 
dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk 
informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat 
rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan 
informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada 
masyarakat. Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak 
untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah 
fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk 
penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di penyelenggara 
pemerintah, maupun prosedur pengaduan. Menurut Jeff dan Shah (1998) indikator 
yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi, yaitu: Bertambahnya wawasan 
dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.  
 d. Kesetaraan 
Kesetaraan adalah perlakuan yang sama kepada semua unsur tanpa 
memandang atribut yang menempel pada subyek tersebut (Prasetya, 2001). Prinsip 
kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan 
masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam 
memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu 
kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. 
Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan 
informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada 
masyarakat. Menurut Jeff dan Shah (1998) indikator yang dapat digunakan untuk 
mengukur kesetaraan, yaitu: Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan, meningkatnya kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi 
Tersedia online di http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas 
 Volume VII No 2  Tahun 2018           84-97 
88 
Copyright @ 2018, Societas, p- ISSN: 2252-603X, e-ISSN: 2354-7693 
 
dalam pembangunan daerahnya dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan. 
e. Daya Tanggap 
Daya tanggap (responsiveness) merupakan kemampu-an untuk memberikan 
reaksi yang cepat dan tepat dalam situasi khusus (Harsono, 1999). Prinsip ini 
meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi 
masyarakat, tanpa kecuali. Pemerintah daerah Kabupaten Merauke perlu 
membangun jalur komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakat dalam hal 
penyusunan kebijakan. Ini dapat berupa forum masyarakat, talk show, layanan 
hotline, prosedur komplain. Sebagai fungsi pelayan masyarakat, pemerintah daerah 
akan mengoptimalkan pendekatan kemasyarakatan dan secara periodik 
mengumpulkan pendapat masyarakat. Instrumen dasar daya tanggap adalah 
komitmen politik untuk menerima aspirasi dan mengakomodasi kepentingan 
masyarakat, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah penyediaan 
fasilitas komunikasi, kotak saran dan layanan hotline, prosedur dan fasilitas 
pengaduan dan prosedur banding pada pengadilan. Menurut Jeff dan Shah (1998) 
indikator yang dapat digunakan untuk mengukur daya tanggap, yaitu: 
Meningkatnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah, tumbuhnya kesadaran 
masyarakat, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam 
pembangunan daerah dan berkurangnya jumlah pengaduan. 
f. Wawasan ke Depan 
Wawasan merupakan cara pandang yang jauh melebihi jangka waktu 
sekarang (Harsono, 1999). Dalam kaitan dengan prinsip good governance wawasan 
yang dimaksud adalah wawasan ke depan dari pemerintahan Indonesia.  Inti prinsip 
ini adalah membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan 
mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga 
merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya. 
Menurut Jeff dan Shah (1998) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 
wawasan ke depan, yaitu: Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan 
kekuatan hukum yang sesuai, adanya dukungan dari pelaku dalam pelaksanaan visi 
dan strategi dan adanya kesesuaian dan konsistensi antara perencanaan dan 
anggaran. 
g. Akuntabilitas 
Akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua 
tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh (Mardiasmo, 2001). Prinsip ini 
mengandung makna meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam 
segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seluruh pembuat 
kebijakan pada semua tingkatan harus memahami kebijakan yang diambil harus 
dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja secara 
obyektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan 
hasil audit harus dipublikasikan, dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi.  
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Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, 
dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme 
pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah 
pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan 
dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. Menurut Jeff dan Shah 
(1998) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas, yaitu: 
Meningkatnya kepercayaan dan Kualitasmasyarakat terhadap pemerintah, 
tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan 
dan kepentingan masyarakat, dan berkurangnya kasus-kasus KKN. 
h. Efisiensi dan Efektivitas 
Efisiensi berkaitan dengan penghematan keuangan, sedangkan efektivitas 
berkaitan dengan ketepatan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah 
(Handoko,  1998). Prinsip ini menjamin terselenggaranya pelayanan kepada 
masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan 
bertanggungjawab. Pelayanan masyarakat harus mengutamakan Kualitas 
masyarakat, dan didukung mekanisme penganggaran serta pengawasan yang 
rasional dan transparan. Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang jasa pelayanan 
umum harus menginformasikan tentang biaya dan jenis pelayanannya. Menurut Jeff 
dan Shah (1998) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi dan 
efektivitas, yaitu: Efisiensi: Meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari 
pelayanan masyarakat, berkurangnya penyimpangan pembelanjaan, berkurangnya 
biaya operasional pelayanan dan mendapatkan ISO pelayanan.  
2. Anggaran Daerah  
Penganggaran menurut Lewis & Mioch (2005) adalah Proses penyusunan 
ini mengalami beberapa perubahan (reformasi) berdasarkan   Keputusan  Menteri 
Dalam Negeri No 29 Tahun 2002 tentang pedoman Pengurusan, Pertanggung 
jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara  Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 
penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dulunya 
top down dan cenderung mengabaikan kebutuhan rakyat, mengalami perubahan di 
antaranya adalah sebagai berikut: 1) Anggaran daerah harus bertumpu pada 
kepentingan public sesuai dengan prisip- prinsip anggaran public, 2) 
Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang lebih baik dan biaya yang 
rendah (work better and cost less),  3) Anggaran daerah harus dikelola dengan 
pendekatan kinerja (performance oriented) untuk seluruh jenis pengeluaran 
maupubn pendapatan, 4) Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi 
dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggara, 5) 
Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan keleluasan profesionalisme kerja di 
setiap organisasi yang terkait dan 6) Anggaran daerah harus dapat memberikan 
keleluasan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan danannya 
dengan memperhatikan prinsip  Value for Money. 
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Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan 
mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang 
dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau 
metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran daerah merupakan salah 
satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik 
dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi 
dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBN merupakan rencana keuangan tahunan 
pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU No 
17/2003).  
Penganggaran mempunyai tiga tahapan, yaitu (1) perumusan proposal 
anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, (3) pengimplementasian anggaran 
yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuels, 2000). Von Hagen (2002) 
dalam Darwanto (2007) menyatakan bahwa penganggaran dibagi ke dalam empat 
tahapan, yaitu executive planning, legislative approval, executive implementation, 
and ex post accountability. Pada tahapan executive planning dan legislative 
approval terjadi interaksi antara eksekutif dengan legislatif dimana politik anggaran 
paling mendominasi, sementara pada tahapan executive implementation dan ex post 
accountability hanya melibatkan birokrasi sebagai agent. Menurut Mardiasmo 
(2004), anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Anggaran operasional, 
merupakan anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari 
dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran yang termasuk anggaran 
operasional antara lain belanja umum, belanja operasi dan belanja pemeliharaan, 2) 
Anggaran modal, merupakan anggaran yang menunjukkan anggaran jangka 
panjang dan pembelajaran atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, 
perabot, dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya 
cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, 
selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya 
pemeliharaan. 
Perubahan paradigma baru dalam pengelolaan dan penganggaran daerah 
merupakan akibat dari penerapan otonomi daerah di Indonesia. Penganggaran 
kinerja (performance budgeting) merupakan konsep dalam penganggaran yang 
menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumberdaya dengan pencapaian hasil 
yang dapat diukur. Proses penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), selanjutnya RPJMD dijabarkan 
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. 
Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Umum 
Anggaran (KUA) yang dijadikan dasar dalam penyusunan APBD. Kemudian 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerima penyerahan Prioritas dan 
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sebelumnya disusun oleh Pemda untuk 
disetujui. Setelah Pemda menyetujui PPAS, selanjutnya disusun Rancangan 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan 
menjadi APBD. 
METODE PENELITIAN 
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdiri dari Lembaga 
Swadaya masyarakat (LMA), toko masyarakat, organisasi masyarakat, akademisi, 
mahasiswa dan media masa yang berada di wilayah kabupaten Merauke. Peneliti 
menggunakan metode kuantitatif dengan teknik penentuan sample yakni purposive 
sampling. Variabel independen dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip Good 
gpvernanace yang meliputi akuntabilitas public, partisipasi masyarakat, dan 
transparansi public. Sedangkan variable dependen adalah Kualitas APBD.  
Selanjutnya analisis data menggunakan analisis statistic Regresi untuk menentukan 
besaran pengaruh dari variable independen terhadap variable dependen, dengan 
model seperti gambar di bawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1. 
 
 
Model Penelitian 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kuisioner yang dibagikan kepada resonden sebanyak 100 kuisioner, dan 
kuisioner yang dikembalikan sebanyak 85 kuisioner. Dengan demikikian untuk 
kepentingan pengolahan data dalam penelitian adalah sebanyak 85 kuisioner 
yang dikembalikan oleh responden. Dan dari hasil pengolahan data dan di 
analisis dengan menggunakan SPSS 20, hasilnya dapat disampaikan di berikut 
ini: 
 
 
 
 
 
 
Good Governance 
Transparansi Publik Partisipasi 
Masyarakat 
Kualitas APBD 
Akuntabilitas 
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Tabel 4.1. 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
t Correlations 
B Std. Error Beta Zero-
order 
Partia
l 
Part 
 
(Constant) 4.745 .533  8.902    
Akuntanbilitas .274 .048 .435 5.665 .706 .533 .363 
Partisipasi 
Masyarakat 
.187 .045 .307 4.178 .612 .421 .268 
Transparansi 
ebijakan 
.191 .050 .283 3.787 .608 .388 .243 
Sumber: Hasil Olahan data 
 Berdasarkan hasil analisis regressi dengan bantuan SPSS 20 seperti yang 
ditampilkan pada tabel di atas, maka hasil regressi berganda dapat dibuat persamaan 
sebagai berikut: 
Y = 4.745 + 0.274X1 + 0.187X2 + 0.173X3 
Hasil regressi berganda yang di kemukakan dapat di katakan bahwa: nilai 
konstanta sebesar 4.745 mengartikan bahwa jika dipengaruhi oleh variabel Akuntabilitas 
publik, Partisipasi Masyarakat, dan  Transparansi Publik, maka variabel KualitasAPBD 
tidak mengalami perubahan (konstan). Nilai koefisien regressi dari variabel Akuntabilitas 
Publik sebesar 0,274 dikatakan positif sehingga dapat dikatakan bahwa Akuntabilitas 
Publik Semakin akuntabel makan tingkat Kualitasmasyarakat terhadap APBD Kabupaten 
Merauke akan semakin baik. Nilai koefisien regressi dari variabel Partisipasi masyarakat 
sebesar 0.187, dikatakan positif sehinga dapat dikatakan bahwa jika Partsiperasi 
Masyarakat semakin baik dalam penyusunan APBD maka Masayarakat akan semakin 
puas terhadap APBD yang dihasikan. Selanjutnya nilai koefisien regressi dari variabel  
Publik sebesar 0.191, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai koefisien positif sehingga 
dapat dikatakan bahwa jika semakin Transparansi dalam Penyusunan APBD maka 
masyarakat akan semakin puas terhadap APBD yang dihasilkan. 
 Uji-t bertujuan untuk mengetahui ada tidakna pengaruh Antara 
Akuntabilitas Publik (X1), Partisipasi Masyarakat (X2), dan Transparansi Publik 
(X3) terhadap KualitasAPBD Kabupaten Merauke (Y). 
Hipotesis 1. 
Hasil yang diperoleh dari analisis regressi diketahui nilai t hitung untuk variable 
Akuntabilitas public sebesar 5,665 dengan menggunakan signifikansi sebesar 0,05 
atau tingkat keercayaan 95%. Dengan demikan dapat dikatakan bahwa hipotesis 
yang diajukan yaitu Akuntabilitas Publik berpengaruh secara signifikan terhadap 
Kualitas APBD Kabupaten Merauke, di mana nilai t-hitung > dari nilai t-tabel atau 
0,5665 >0.166412, dan selanjutnya Ha diterima dan menolak Ho. 
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Hipotesis 2. 
Hasil yang diperoleh dari analisis regresi diketahui nilai t-hitung untuk variable 
Partisipasi Masyarakat sebesar 4.178 dengan menggunakan signifikansi sebesar 
0,05 atau tingkat keercayaan 95%. Dengan demikan dapat dikatakan bahwa 
hipotesis yang diajukan yaitu Partisipasi Masayarakat berpengaruh secara 
signifikan terhadap KualitasAPBD Kabupaten Merauke , di mana nilai t-hitung > 
dari nilai t-tabel atau 4.178 >0.166412, dan selanjutnya Ha diterima dan menolak 
Ho. 
Hipotesis 3. 
Hasil yang diperoleh dari analisis regresi diketahui nilai t-hitung untuk variable 
Partisipasi Masyarakat sebesar 3.787 dengan menggunakan signifikansi sebesar 
0,05 atau tingkat keercayaan 95%. Dengan demikan dapat dikatakan bahwa 
hipotesis yang diajukan yaitu Partisipasi Masayarakat berpengaruh secara 
signifikan terhadap KualitasAPBD Kabupaten Merauke di mana nilai t-hitung > 
dari nilai t-tabel atau 3.787 >0.166412, dan selanjutnya Ha diterima dan menolak 
Ho. 
b. Uji F. 
Uji F dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh Variabel Akuntabilitas 
Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Publik secara bersama-sama atau 
secara simultan terhadap KualitasAPBD Kabupaten Merauke. Berdasarkan hasil 
analisis data yang dilakukan dengan bantuan SPSS 20. Hasilnya seperti table di d 
bawah ini: 
 
 Table 4.2. 
ANOVAa 
Model Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 61.964 3 20.655 54.092 .000b 
Residual 30.930 81 .382   
Total 92.894 84    
       
a. Dependent Variable: KualitasAPBD  
b. Predictors: (Constant), Akuntanbilitas Publik, Transparansi Publik, Partisipasi 
Masyarakat,  
 Hasil analisis didapatkan nilai F hitung seesar 54.092 dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0.05 atau tingkat kesalahan sebesar 5% dengan df=N-2 
selanjutnya di konsultasikan dengan nilai F-tabel sebesar 3.112260 dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa nilai F-hitung lebih besar dari F-Tabel atau 
54.092 > 3.112260. artinya variable Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan 
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Transparansi public secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan 
terhadap KualitasAPBD Kabupaten Merauke. 
c. Uji Determinasi 
Hasil analisis regressi menggunakan bantuan SPSS 20. Menyangkut koefisien 
determinasi dapat dilihat hasilnya pada table berikut: 
Tabel 4.3 
Model R R 
Squa
re 
Adjusted 
R Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Change 
df1 df2 Sig. F 
Change 
1 .817a .667 .655 .618 .667 54.092 3 81 .000 
 
Bertetolak dari hasil analisis yang dikemuakakan di atas, maka dapat 
dikatakan bahwa nilai Adjusted R Square diketahui sebesari 0.655. dengan 
demikian KualitasAPBD Kabupaten Merauke dipengaruhi oleh Akuntabilitas 
public, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Publik sebesar 65.5% 
sedangkan sisa 34.5% dipengaruhi variable lain dianggap kostan.  
Sesuai hasil pengujian hipotesisi yang telah dilakukan, maka dapat 
dikatkan bahwa variable Akuntabilitas public, Partisipasi Masyarakat, dan 
Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas APBD kabupaten 
Merauke. Prinsip akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam hal tata 
kelola sebuah pemerintahan yang bersih di mana dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dituntut sebuah pertanggungjawaban yang benar-benar akuntabe 
kepada seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulata. Hal ini sesuai dengan apa 
yang dikemukakan oleh (Gonzales & Healey, 2005) di mana,  Akuntabilitas bersumber 
kepada pengendalian dari luar luar (external control) yang mendorong aparat untuk 
bekerja keras. Birokrasi dikatakan accountable apabila dinilai secara objektif oleh 
masyarakat luas. 
Jeff dan Shah (1998) menyatakan bahwa Meningkatnya kepercayaan dan 
kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, tumbuhnya kesadaran masyarakat, 
meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat, dan 
berkurangnya kasus-kasus KKN. Hal ini menunjukan bahwa pemerintahan yang 
akuntabel adaalah pemerintah yang dapat memeberikan kepuasan dan kepercayaan 
tingg kepada rakyat sehinga dapat menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan 
kepada rakyat. Nanda (2006) mengemukakan bahwa akuntabilitas public akan 
tercapai jika pengawasan yang  dilaksanakan oleh DPR dan Masyarakat berjalan 
efektif. Hal ini didukung oleh pendapat Sulistoni (2003) yang menyatakan bahwa 
untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik  diperlukan partisipasi pimpinan 
instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan keuangan 
daerah (APBD). Sehingga akuntabilitas publik yang tinggi akan memperkuat fungsi 
pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Jika pengawasan yang dilakukan 
oleh masyarakat tinggi, maka akan meningkatkan kualitas APBD. APBD yang 
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berkualitas adalah APBD yang benar-benar disusun untuk kepentingan rakyat 
bukan kepentingan penguasa dan hal ini akan tercapai jika tingkat akuntabilitas 
semakin tinggi (Bestari Dwi Handayani : 2011).  
Dengan diberlakukan otonomi daerah sejak tahun 1999 di mana terjadi 
proses pergeseran kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah juga berdampak 
pada pergeseran paradigma dibidang anggaran yang mentik beratkan pada 
partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. Guna terciptanya 
akuntabilitas pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Merauke dalam 
penyusunan APBD. Pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil jika 
Penyusunan APBD dapat menjawab kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu perlu 
adanya partisipasi dari masyarakat dalam penyusunana APBD. Sesuai 
hasilpenelitian menunjukan bahwa dalam proses penyusunan APBD Kabupaten 
Merauke terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang cukup rendah di mana 
sebanyak 63% responden tidak mengetahui tentang proses penyusunan APBD dan 
hanya 37% responden yang mengetahui proses penyusunan APBD Kabupaten 
Merauke. Dan fakta menunjukan bahwa sering usulan-usulan yang di sampaikan 
pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) di tingkat distrik tidak 
diakomodir pada murembang di tingkat kabupaten. Hal ini yang mengakibatkan 
ketidak puasan masyarakat terhadap APBD yang ditetapkan. 
Transparansi merupakan salah satu yang cukup berpengaruh terhadap 
APBD kabupaten Merauke di mana hasil pengujian hipotesis yang telah dikukan 
menunjukan bahwa Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas 
APBD kabupaten Merauke. Dan dari hasil penelitian secara keseluruhan diketahui 
bahwa pemerintah kabupaten Merauke belum optimal dalam hal transparansi 
kususnya dalam proses penyusunan APBD. Hal ini dapat diketahui dari jawaban 
responden, di mana sebesar 55% responden yang menyatakan kurang transparan 
sedangkan 45 % responden yang menyatakan transparan. Dalam era reformasi 
masalah transparansi menjadi salah satu ukuran pemerintah dalam melaksanakan 
tata kelola yang baik khususnya dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian 
diharapkan ada perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih 
dari korupsi dan nepotisme. Transparansi dapat diwujudkan melalui Bertambahnya 
wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya 
jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan 
berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Jeff dan Shah 
(1998). Akhirnya dapat dikatakan bahwa jika pemeruntah daerah kabupaten 
Merauke semakin transparan dalam proses perumusan APBD, maka APBD yang 
dihasilkan akan semakin berkualitas. 
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KESIMPULAN 
 Dari hasil analisis regresi yang telah dilakukan sebelumnya baik secara 
parsial maupun secara simultan atas pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi 
masyarkat, dan Transparansi cukup signifikan terhadap kualitas APBD 
Kabupaten Merauke. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam proses penyusunan 
APBD sangat diperlukan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan 
Transparansi menyangkut dengan APBD, di samping variable-variabel Good 
Governance lainnya yang tidak menjadi focus dalam penelitan ini. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima yang 
menyatakan bahwa akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi 
berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas APBD Kabupaten Merauke. 
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